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MOTTO 
 
Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day out. 
Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil, yang diulangi dari 
hari demi hari 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
 
 
4. Ta Marbutah 
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Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 وهل هللا نإو
نيقزارلاريخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul, “ANALISIS KEHALALAN PRODUK OBAT BATUK HITAM 
(OBH) SURYA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 dan 
NOMOR 30 TAHUN 2013”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi 
Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta,  
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di 
Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Islam. 
3. Bapak Masjupri, S.Ag.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah). 
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah (Muamalah). 
5. Bapak Aris Widodo. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan 
skripsi. 
xvi 
 
6. Bapak/Ibu   Dosen   Jurusan   Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari‟ah 
yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai 
harganya. 
7. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung 
skripsi ini. 
8. Papa dan Mama tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih 
sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku. 
9. Teman-teman Fakultas Syari’ah angkatan 2015. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah 
berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. 
 
 Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan 
saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 
penyususn berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      Surakarta, 24 September 2019 
        Penyusun   
 
 
       Ajeng Tri Antari Sukma 
             NIM.152.111.246 
 
 
 
 
 
 
 
  
xvii 
 
ABSTRAK 
 
 
AJENG TRI ANTARI SUKMA, NIM: 152.111.246, “ANALISIS 
KEHALALAN PRODUK OBAT BATUK HITAM (OBH) SURYA 
PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 dan NOMOR 30 
TAHUN 2013” 
 
Obat Batuk Hitam Surya memiliki kandungan alkohol sebesar 1,754% yang 
seharusnya kandungan alkohol dalam obat batuk itu tidak boleh lebih dari 1% maka 
dati itu, obat halal harus memenuhi persyaratan tertentu diantaranya bahannya tidak 
boleh berasal dari babi dan derivatnya, tidak mengandung alkohol, tidak beracun 
dan tidak berbahaya bagi tubuh, bebas dari bahan kotor atau najis, tidak 
menimbulkan efek berbahaya dikemudian hari, dan tidak boleh mengandung organ 
tubuh manusia, ari-ari dan air seni. Oleh karena itu, produk obat benar-benar harus 
memenuhi kriteria obat halal dan dipastikan tidak menggunakan atau mengandung 
bahan-bahan tersebut. Pada umumnya yang menjadi sorotan adalah sediaan obat 
harus benar-benar bebas dari kandungan babi dan alkohol baik bahan aktif dan 
eksipien yang digunakan, proses pembuatannya maupun produk akhir sediaan 
obatnya. Salah satu cara untuk mengotentikasi kehalalan produk makanan dan 
farmasi adalah analisis kimia yang didasarkan untuk menemukan penanda spesifik. 
Beberapa teknik analisis telah diusulkan dan terus dikembangkan untuk otentikasi 
produk halal. 
Tujuan penelitian untuk menjelaskan komposisi dalam produk obat batuk 
hitam surya dan untuk mengetahui pandangan MUI terhadap komposisi kehalalan 
produk obat batuk hitam surya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif 
Analisis dengan metode penelitian keperpustakaan (Library research). Data 
diperoleh dari observasi, dokmentasi, buku, brosur, serta artikel. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Deduktif. 
MUI telah menetapkan fatwa nomor 4 tahun 2003 namun dalam praktiknya 
di masyarakat masih banyak yang mencampurkan alkohol dalam produk obat 
batuknya melebihi standar.  Dimana batas standarnya yaitu makimal 1% Sedangkan 
obat batuk hitam surya ini memiliki kandungan alkohol sebesar 1,74%. 
 
 
 
Kata kunci: Kehalalan Produk, Obat Batuk Hitam (OBH) Surya, Fatwa MUI. 
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ABSTRACT 
 
AJENG TRI ANTARI SUKMA, NIM: 152.111.246, "ANALYSIS OF 
THE RELATIONSHIP OF BLACK SOLUTION PRODUCTS (OBH) 
SOLAR PERSPECTIVE OF FATWA MUI NUMBER 4 OF 2003 AND 
NUMBER 30 OF 2013" 
 
Surya Black Cough Medicine has an alcohol content of 1.754% which 
should have an alcohol content in cough medicine that should not be more than 1% 
so from that, halal drugs must meet certain requirements including ingredients that 
cannot come from pigs and their derivatives, do not contain alcohol, are non-toxic 
and not harmful to the body, free of dirty or unclean materials, does not cause 
harmful effects in the future, and may not contain human organs, placenta and urine. 
Therefore, medicinal products must truly meet the criteria for halal medicine and 
be sure not to use or contain these ingredients. In general, the spotlight is that the 
drug preparations must be completely free of pork and alcohol contents both the 
active ingredients and excipients used, the manufacturing process and the finished 
product of the medicinal preparations. One way to authenticate the halal nature of 
food and pharmaceutical products is chemical analysis based on finding specific 
markers. Several analytical techniques have been proposed and continue to be 
developed for authenticating halal products. 
The purpose of this research is to explain the composition of solar black 
cough medicine products and to determine the MUI's view of the halal composition 
of solar black cough medicine products. This research is a descriptive analysis 
research with library research method. Data obtained from observations, 
documentation, books, brochures, and articles. Data analysis in this study uses the 
Deductive approach. 
MUI has set fatwa number 4 of 2003 but in practice in the community there 
are still many who mix alcohol in cough medicine products exceeding the standard. 
Where the default limit is a maximum of 1%, while this solar black cough medicine 
has an alcohol content of 1.74%. 
 
Keywords: Product Halal, Surya Black Cough Medicine (OBH), MUI Fatwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Orang-orang Arab dalam masa kejahilannya selalu disilaukan 
dengan meminum khamr dan menjadi pecandu. Setelah Islam datang, 
dibuatlah rencana pendidikan yang sangat bijaksana yaitu dengan 
dihilangkannya khamr secara bertahap. Pertama kali yang dilakukan adalah 
dengan melarang mereka untuk mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, 
kemudian meningkatkan dengan diterangkan bahayanya dan Allah 
menurunkan ayat secara menyeluruh dan tegas, yaitu sebagaimana firman-
Nya1 : 
  م  لا ْز ْلأا  و  با  ص ْن ْلأا  و  ر  س ْي  م ْلا  و  ر ْم  خ ْلا ا  م َّ ن  إ او ن  مآ  ني  ذ َّ لا ا  ه ُّ ي أ ا  ي
  نو  ح  ل ْف ت ْم  ك َّ ل  ع  ل  هو ب  ن ت ْجا  ف  نا  ط ْي َّشلا  ل  م  ع ْن  م ٌس ْج  ر 
Artinya: 
“Hai, orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi, berhala, 
dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan, oleh karena itu, jauhilah 
dia supaya kamu bahagia.”(al-maidah : 90)2 
 
Inti masalah makanan dan minuman adalah dimiliki sepenuhnya 
oleh seseorang dan bukan milik orang lain. Makanan dan minuman yang 
sifatnya demikian adalah halal hukumnya, kecuali makanan dan minuman 
yang diharamkan oleh Allah SWT dengan jelas atau diharamkan oleh Nabi 
SAW. Apa yang diharamkan oleh Nabi juga diharamkan oleh Allah. 
                                                          
1Muammal Hamidi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 
2003), hlm. 90. 
2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran perkata Transliterasi, (Bekasi, At-
Thayyib, 2011), hlm 123. 
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Makanan juga haram hukumnya jika seluruh kaum muslimin sepakat bahwa 
makanan tersebut haram. Tentu saja kesepakatan mereka ini tidak lepas dari 
Al-Quran dan Sunnah Nabi. 3 
Nabi Muhammad SAW. bersabda Tentang masalah khamr adalah 
bahwa beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk 
membuat khamr itu, tetapi  dari segi pengaruh yang ditimbulkan yaitu 
memabukkan. Oleh karena itu bahan apa pun yang nyatanya memabukkan 
berarti khamr. Oleh karena itu, bir dan sejenisnya dapat dihukumi haram 
seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini.4: 
ما  ر  ح ٍرْم  خ ُّل ك  و ، ٌرْم  خ ٍر  ك ْس  م ُّل ك 
Artinya : 
“Semua yang memabukkan adalah arak, dan setiap arak adalah 
haram.”(H.R.Muslim) 
Khamr dengan alkohol terdapat perbedaan, karena tidak semua 
alkohol itu merupakan khamr, tapi semua khamr pasti mengandung alkohol. 
Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, 
minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram. Sedangkan 
penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamr (hasil sintesis kimiawi 
dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr) untuk proses 
produksi makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, yaitu hukumnya 
mubah apabila secara medis tidak membahayakan.5 
                                                          
3Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah (Jakarta : Amzah, 
2014), hlm 393-394 
4Muammal Hamidi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offset, 
2003),  hlm. 91-92. 
5Sally Ramadani,“Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvet)Dalam Obat Batuk 
Ditinjau Dari Hadis Nabi”,Cendekia, (Makasar), 2018, hlm. 8. 
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Sedangkan, Menurut fatwa MUI alkohol itu dibedakan antara 
alkohol yang berasal dari industri khamr dan alkohol yang bukan dari 
industri khamr. Hukum alkohol dari industri khamr adalah haram dan najis. 
Sedangkan alkohol yang bukan berasal dari industri khamr, jika digunakan 
sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka 
boleh digunakan dan tidak bernajis.6 
Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamr. Alkohol hanya 
salah satu bagian pembentuk khamr yang terpenting dalam minuman yang 
memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang 
menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamr yang merupakan illat 
yang diharamkannya khamr, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan 
khamr.7 
Dalam Obat Batuk Hitam Surya memiliki kandungan alkohol 
sebesar 1,754% sedangkan, obat yang mengandung alkohol dengan minimal 
1% saja itu sudah termasuk kategori khamr maka dari itu, Obat yang halal 
tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu diantaranya bahannya tidak 
boleh berasal dari babi dan derivatnya, tidak mengandung alkohol, tidak 
beracun dan tidak berbahaya bagi tubuh, bebas dari bahan kotor atau najis, 
tidak menimbulkan efek berbahaya dikemudian hari, dan tidak boleh 
mengandung organ tubuh manusia, ari-ari dan air seni. Oleh karena itu, 
produk obat benar-benar harus memenuhi kriteria obat halal dan dipastikan 
                                                          
6Norisca Aliza, “Apakah Obat Yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah Halal?”,Departement 
Farmas etika dan Teknologi Farmasi, Farmas Etika, (Sumedang) Vol 1 Nomor 4, 2016,  hlm. 12. 
7Erwandi Tarmizi, “Harta Haram Masyarakat Muamalat Kontemporer”, (Bogor:PT. 
Berkat Mulia Insani, 2013), hlm. 79. 
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tidak menggunakan atau mengandung bahan-bahan tersebut. Salah satu cara 
untuk membuktikan kehalalan produk makanan dan farmasi adalah analisis 
kimia yang didasarkan untuk menemukan penanda spesifik. Beberapa 
teknik analisis telah diusulkan dan terus dikembangkan untuk otentikasi 
produk halal.8 
Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu 
penulis mengambil judul “Analisis Kehalalan Produk Obat Batuk Hitam 
Surya Persepektif Fatwa MUI (No 4 Tahun 2003 dan No 30 Tahun 2013)”. 
B. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut diatas, 
maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Komposisi Obat Batuk dalam Produk Obat Batuk Hitam 
Surya? 
2. Bagaimana Pandangan MUI terhadap Komposisi Kehalalan Produk 
Obat Batuk Hitam Surya? 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8Patihul Husni, dkk, “Metode Deteksi Kandungan Babi dan Alkohol dalam Eksipien 
Farmasi dan Produk Obat untuk Menjamin Kehalalan Sediaan Obat”Farmas Etika, (Bandung) Vol 
2 Nomor 1, 2017, hlm.1-2. 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan 
masalah diatas adalah: 
1. Untuk mengetahui komponen yang terkandung dalam Produk Obat 
Batuk Hitam Surya 
2. Untuk mengetahui respon MUI terhadap Komposisi Kehalalan Produk 
Obat Batuk Hitam Surya. 
D. Manfaat Penelitian  
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini 
mempunyai manfaat praktis maupun teoritis dalam rangka memperluas 
pengetahuan, diantaranya :  
1. Manfaat Praktis  
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan dasar pengembangan kajian dalam kehalalan produk yang 
aman untuk dikonsumsi menurut Fatwa MUI. 
b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat terhadap penggunakan 
obat yang sering dikonsumsi ketika sedang sakit dengan lebih 
memperhatikan lagi komposisi yang terdapat dalam obat 
tersebut apakah aman dan baik jika dikonsumsi. 
2. Manfaat Teoritis 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan 
menyempurnakan teori yang telah ada dan dapat digunakan sebagai 
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bahan referensi atau kajian bagi peneliti-peneliti berikutnya dan 
mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam 
penelitian ini. 
E. Kerangka Teori 
1. Kehalalan Produk 
Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang 
dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar 
guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Obat 
merupakan zat yang digunakan untuk mencegah dan menyembuhkan 
penyakit serta memulihkan dan meningkatkan kesehatan bagi 
penggunanya.9 
Komisi Fatwa MUI pada Agustus 2000 menetapkan bahwa 
yang disebut khamr adalah minuman yang mengandung alkohol dengan 
minimal 1% (satu persen). Inilah yang tergolong khamar, baik dalam 
bentuk minuman maupun obat.  
Sesuai peraturan Departmen kesehatan mengenai alkohol dalam 
obat, jika suatu sirup obat mengandung alkohol harus mencantumkan 
kadar alkoholnya dalam label pada kemasan. Nyatanya, sejumlah sirup 
obat masih mengabaikan peraturan ini. Memang tidak mengherankan 
kalau Islam melarang berobat dengan alkohol dan benda-benda yang 
diharamkannya sebab diharamkannya sesuatu dengan analisa Ibnu 
                                                          
9Badan Pom, “Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman,” Jurnal Gerakan 
Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman, 2015, hlm. 2. 
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Qayyim yang mengharuskan untuk dijauhi selama-lamanya dengan 
jalan apa pun. Maka, kalau alkohol itu boleh dipakai untuk berobat, 
berarti ada suatu anjuran supaya mencintai dan menggunakan alkohol 
itu.10 
Sebenarnya obat-obat yang haram itu tidak lebih hanya kira-kira 
dapat menyembuhkan. Ibnu Qayyim memperingatkan juga yang 
ditinjau dari segi kejiwaan. Ia mengatakan, “Bahwa syarat-syarat 
sembuhnya dari penyakit haruslah berobat yang dapat diterima akal dan 
yakin akan manfaat obat itu serta adanya barakah kesembuhan dari 
Allah.  
Dalam hal ini telah dimaklumi bahwa setiap muslim sudah 
berkeyakinan akan haramnya alkohol keyakinannya ini dapat 
membentengi orang Islam untuk mempercayai manfaat dan barakah 
alkohol itu. Dengan keyakinannya semacam itu seorang muslim tidak 
bisa berhusnudzdzan (beranggapan baik) kepribadian umat muslim 
harus membenci alkohol atau arak. Kalau demikian halnya, alkohol atau 
arak adalah penyakit, bukan obat11. 
Walaupun demikian, kalau sampai keadaan darurat, darurat itu 
dalam pandangan syariat Islam adalah hukumnya tersendiri. Oleh 
karena itu, kalau seandainya alkohol atau obat yang dicampur dengan 
                                                          
10Majelis Ulama Imdonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Gapprint, 2011), 
hlm 65 
11Muammal Hamidi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 
2003), hlm. 96-97. 
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alkohol itu dapat dinyatakan sebagai obat untuk suatu penyakit yang 
sangat mengancam kehidupan manusia, yakni tidak ada obat lain selain 
alkohol atau arak. Dalam keadan demikian, berdasarkan kaidah agama 
yang selalu membuat kemudahan dan menghilangkan beban yang berat, 
maka berobat dengan alkohol atau arak tidaklah dilarang, dengan syarat 
dalam batas semaksimal mungkin.12  
Kadar maksimum alkohol dalam sirup obat tidak ada ketentuan 
tertulis, namun sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 
HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi 
Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa 
pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, 
dan Pangan, Alkohol yang digunakan tersebut dicantumkan kadarnya 
dalam persentase pada komposisi penandaan/label dan menyarankan 
pemakaian alkohol pada sirup obat sekecil mungkin di bawah 5% hanya 
terbatas untuk membantu kelarutan zat aktif. 13Obat halal harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Sumber : tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari babi 
atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat islam. Bahan 
yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikro organisme (laut-
darat) diperbolehkan selama tidak beracun dan berbahaya bagi 
                                                          
12Ibid., hlm. 97. 
13Badan POM, Batas “Maksimum Kadar Alkohol Pada Obat Syrup”, dikutip dari 
http://www.UnitLayananPengaduanKonsumenBadanPOM.com diakses 2 november 2019. 
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tubuh. Begitu juga dengan bahan sintetik kimia diperbolehkan 
selama tidak toksik dari bahaya. 
b. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, 
proses produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor 
atau mengandung najis. 
c. Penggunaan obat tidak menyebabkan efek bahaya dikemudian 
hari. 
d. Aspek kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan, 
termasuk kebersihan personil, pakaian, peralatan, dan bangunan 
harus bebas dari najis dan kotoran.14 
2. Obat Batuk Hitam Surya 
OBH Surya Itrasal Syrup adalah obat yang digunakan untuk 
mengobati batuk yang berkaitan dengan gejala influenza seperti pilek 
dan dahak berlebihan. Selain itu, bisa juga digunakan untuk batuk 
berkait bronchitis, asthma, dan batuk akibat merokok. Obat ini bekerja 
sebagai ekspektoran (obat batuk berdahak), mempermudah pengeluaran 
dahak, dan mengurangi rangsangan pada kerongkongan.15 
Berikut ini adalah informasi lengkap OBH Surya yang disertai 
tautan merek-merek obat lain dengan nama generik yang sama.16 
Komposisi : 
                                                          
14 Norisca Aliza, “Apakah Obat Yang Kita Konsumsi Saat Ini Sudah Halal?”,Departement 
Farmas etika dan Teknologi Farmasi, Farmas Etika, (Bandung) Vol 1 Nomor 4, 2016,  hlm. 12. 
15http://www. Honestdocs.id/obh-itrasal.amp 
16http://www.klik-apotek.com/obh-itrasal-sirup-100-ml.html 
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Tiap 5 ml sirup OBH Surya mengandung zat aktif (nama generik) 
sebagai berikut : 
a. Succus liquiritiae extract 160 mg 
b. Ammonium chloride 100 mg 
c. Solutio Ammonia 100 mg 
d. Spriuosa Anisata 100 mg 
e. Alcohol 1,754% 
Nama generik : 
Glycyrrhizae succus adalah sediaan galenik yang diperoleh dari 
sari akar tanaman Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera. Nama lain 
dari sediaan ini adalah succus liquiritiae sediaan yang merupakan salah 
satu komponen obat batuk hitam (OBH), yang berwana hitam 
kecoklatan, dan bersifat larut dalam air. Obat ini mempunyai 
ekspektoran.17 
Ammonium chloride adalah senyawa organik yang banyak 
digunakan sebagai agen ekspektoran dalam obat batuk. Efek 
ekspektoran ini terjadi dengan cara mengiritasi mukosa bronchial yang 
mempermudah pengeluaran dahak. Namun karena obat ini mengiritasi 
mukosa lambung, dapat menyebabkan mual dan muntah 
Efek samping : 
                                                          
17Ibid., 
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OBH Surya yaitu menimbulkan asidosis apabila penggunaan 
melampaui batas dosis yang diperlukan secara terus menerus.18 
 
 
 
3. Fatwa MUI Obat dan Pengobatan  
FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 Nomor : 30 Tahun 2013  
Tentang  
OBAT DAN PENGOBATAN 
 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:  
Menimbang :  
1. Bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;  
2. Bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal, dan 
keturunan, Islam mensyari’atkan pemeliharaan kesehatan;  
3. Bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan 
aspek kehalalan bahan baku obat-obatan;  
4. Bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang 
perlunya kehalalan obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan 
masuk ke dalam kategori darurat;  
5. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktek 
pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman 
                                                          
18Ibid., 
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MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG OBAT DAN PENGOBATAN 
 
Pertama : Ketentuan Hukum: 
1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan 
dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-
Dharuriyat Al-Kham. 
 2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode 
pengobatan yang tidak melanggar syariat.  
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib 
menggunakan bahan yang suci dan halal.  
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya 
haram.  
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan 
hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi 
keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa 
manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat 
(al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan 
yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi 
jiwa manusia di kemudian hari;  
b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan  
c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa 
tidak ada obat yang halal.  
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6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan 
luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian. 
 Kedua : Rekomendasi  
1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-
obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap 
keyakinan keagamaan, di antaranya dengan menyusun regulasi dengan 
menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 
 2. Menghimbau kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk 
memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta 
menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.  
3. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang 
berbahan haram dan najis.  
4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan 
senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.  
Ketiga : Ketentuan Penutup  
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.  
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan 
fatwa ini.  
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Ramadhan 1434 H 
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 20 J u l i 2013 M 
KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua,        Sekretaris,  
PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA  DR.H. ASRORUN NI’AM 
SHOLEH, MA 
4. Fatwa MUI Standarlisasi Halal 
STANDARDISASI FATWA HALAL 
FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA 
Nomor 4 Tahun 2003 
Tentang 
STANDARDISASI FATWA HALAL 
Mejelis Ulama Indonesia, setelah :  
Menimbang : dst  
Mengingat: dst  
Memperhatikan: 
1. Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta 
DepartemenAgama RI, pada 25 Mei 2003.  
2. dst 
MEMUTUSKAN  
Menetapkan : FATWA TENTANG STANDARDISASI FATWA 
HALAL 
Pertama : Khamr  
1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, 
makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.  
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang 
mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1%.  
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.  
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4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil 
fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar  ةعيّرذلّادس(preventif), 
tapi tidak najis.  
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan 
ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr. 
 6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.  
Kedua : Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka  
1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri 
khamr adalah suci. 
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal 
dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:  
a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.  
b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.  
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari 
industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram. 
4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.  
5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.  
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari 
khamr hukumnya haram. 
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari 
khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa 
baru hukumnya halal dan suci (ةلاحتسا) 
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8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun 
melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.  
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci 
sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci. 
 
Ditetapkan : Jakarta, 25 Mei 2003  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA 
Ketua      Sekretaris 
      
K.H. Ma’ruf Amin    Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
 
F. Tinjauan Pustaka 
  Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian 
sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung yang 
memiliki relefensi terhadap tema yang diusung oleh penulis. Telaah pustaka 
ini dapat berupa skripsi sebelumnya maupun jurnal, diantaranya : 
  Jurnal yang berjudul “Analisis Kadar Alkohol Dalam Obat Batuk 
Sirup yang Beredar di Kota Pemalang”.Jurnal yang disusun oleh Dewi 
Mulyana, tahun 2010 berisi tentangmengetahui kadar alkohol yang 
terkandung dalam obat batuk sirup. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh obat batuk sirup yang beredar di Pemalang. Sampel dari penelitian 
ini adalah 6 jenis obat batuk yang mewakili golongan obat batuk sirup yang 
beredar di kota Pemalang. Senyawa alkohol dalam setiap sampel dipisahkan 
xxxvii 
 
dengan teknik distilasi, identifikasi dan kadar senyawa alkohol selanjutnya 
di analisis dengan kromatografi gas. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
obat batuk yang dianalisis mengandung alkohol dengan jenis dan kadar 
yang berbeda19.Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang bagaimana 
pandangan MUI terhadap obat yang melebihi aturan Fatwa MUI yang telah 
di tetapkan apakah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 
  Jurnal yang berjudul “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut 
(Solvet) dalam Obat Batuk Di Tinjau Dari Hadis Nabi”.jurnal yang disusun 
oleh Sally Ramadani, tahun 2018, berisi tentang penggunaan alkohol 
sebagai pelarut (Solvet) dalam obat batuk dilihat dari tinjauan hadist Nabi 
dan melihat perbedaan Alkohol dengan Khamar dari segi unsur-unsurnya 
dan implikasi alkohol terhadap pengkonsumsi obat batuk beralkohol.20 
Sedangkan skripsi saya kaji lebih menjelaskan kepada apakah penggunaan 
alkohol pada kandungan obat yang di konsumsi masyarakat itu 
membayakan. 
  Jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penggunaan Obat Batuk Bebas di Masyarakat Kabupaten Lampung Utara 
Propinsi Lampung”.Jurnal yang disusun oleh Eva Sundari, tahun 2010, 
berisi tentang Masyarakat sekarang lebih cenderung melakukan 
swamedikasi yang dalam penggunaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
sehingga diperlukan suatu pengambilan keputusan yang tepat dalam 
                                                          
19Dewi, Muliana, “Analisis Kadar Alkohol Dalam Obat Batuki Sirup yang Beredar di Kota 
Pemalang”, Jurnal Litbang, (Semarang), 2014. 
20Sally, Ramadani,“Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvet) Dalam Obat Batuk 
Ditinjau Dari Hadis Nabi”, Cendekia, (Makasar), 2018. 
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memilih obat batuk bebas yang akan dipakainya supaya tujuan pengobatan 
dapat tercapai. Dalam upaya pengobatan sendiri, responden 
mempertimbangkan beberapa faktor yang sangat berpengaruh.21 Sedangkan 
skripsi saya menjelaskan tentang amankah penggunaan alkohol pada obat 
yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat tersebut dengan bebas 
membelinya tanpa mendapatkan resep dokter, sedangkan dalam Fatwa MUI 
dijelaskan jika kandung alkohol lebih dari 1% dapat dikategorikan 
menyalahi peraturan MUI. Menurut pandangan syariah, penggunaan 
alkohol dalam obat mempunyai hukum sendiri dalam kondisi darurat. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 
yaitu dengan mendiskripsikan suatu gejala dan peristiwa dengan secara 
sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. 
Penelitian ini berusaha mengetahui standarlisasi kehalalan obat batuk 
Obat Batuk Hitam menurut Fatwa MUI. Peneliti mengutamakan 
pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian keperpustakaan (Library research).22 
2. Sumber Datar 
a. Data primer  
                                                          
21Eva, Sundari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Obat Batuk Bebas di 
Masyarakat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung”, Cendekia, (Surakarta), 2010. 
22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 14. 
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 Sumber Data Primer adalah sumber data yang dianggap 
penting. Karena data dasar diperoleh secara langsung dari 
sumber, maka diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.23 
Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah sumber 
data yang dihasilkan dari wawancara dengan anggota Badan 
POM Surakarta. 
b. Data sekunder 
 Data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan objek 
kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang 
mempunyai hubungan dengan topik. Dalam hal ini bisa 
berbentuk buku, skripsi, maupun jurnal.24 
3. Teknik Pengumpulan Data 
  Metode pengumpulan data yang digunakan berdigat kepustakaan 
dan sumber-sumber pendukungnya yang berasal dari penelitian pustaka atau 
Library research maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan 
merujuk pada buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 
baik berupa data primer atau sumber utama. 
4. Teknik analisis data 
  Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis metode 
deskriptif yaitu suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian 
                                                          
 23Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), hlm. 30. 
24Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Depok : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2017), hlm. 105. 
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sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan 
untuk menggambarkan secara objektif tentang hukum kandungan alcohol 
dalam obat. 25 
H. Sistematika Penulisan 
 Untuk mencapai tujuan penulisan penelitian ini serta memudahkan 
pemahaman dan memperjelas arah pembahasan yang logis dan sistematis. 
Penulis menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut 
: 
Bab I : Bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
Bab II : Bab landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan 
tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian dan 
dasar hukum halal serta rukun dan syarat halal, pengertian obat dan syarat 
suatu obat. 
Bab III : Bab penyajian data mengenai gambaran umum dari tinjauan 
tentang MUI, sejarah MUI, tinjauan tentang obat, sejarah obat, dampak obat 
dalam berbagai tinjauan kesehatan. 
                                                          
25Ibid., hlm 208 
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Bab IV : Bab pembahasan. Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis 
tehadap proses analisis kehalalan obat batuk dalam fatwa DSN MUI nomor 
30 tahun 2013 
Bab V : Bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mengemukakan 
kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan tentang obat sesuai 
fatwa, serta menyampaikan saran-saran yang relevan. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG OBAT BATUK HITAM, STANDAR 
KEHALALAN, DAN FATWA MUI  
 
 
A. Definisi Obat 
1. Obat 
Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi 
yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk 
manusia.26Setiap obat punya manfaat, namun juga mempunyai efek 
samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan 
aturan pakai.27 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi 
tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.Pemerintah 
bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan 
fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 
Alat Kesehatan antara lain disebutkan: 3 Penandaan dan informasi sediaan 
farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari 
informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak 
                                                          
26Sudibyo Supardi, dkk, “Kajian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberian 
Informasi Obat dan Obat Tradisional di Indonesia”, (Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan 
Masyarakat, 2012), hlm. 21. 
27Badan Pom, 2015, hlm. 2. 
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lengkap serta menyesatkan. Badan usaha yang mengedarkan sediaan 
farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi 
sediaan farmasi dan alat kesehatan. Penandaan dan informasi sediaan 
farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan, berbentuk tulisan 
yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara 
obyektif, lengkap serta tidak menyesatkan. Keterangan tersebut sekurang-
kurangnya berisi :28 
a. Nama produk dan/atau merek dagang  
b. Nama badan usaha yang memproduksi atau mengimpor  
c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan  
d. Tatacara penggunaan.  
e. Tanda peringatan atau efek samping 
f. Batas waktu kadaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu.  
Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-
luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya yang 
disebabkan oleh penggunaan obat dan obat tradisional dan alat kesehatan 
yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan 
kemanfaatan.Peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan 
mendaya gunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka 
pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Peran serta masyarakat 
dilaksanakan antara lain dengan keikutsertaan dalam penyebarluasan 
informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penggunaan sediaan 
                                                          
28Ibid., 
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farmasi dan alat kesehatan yang tepat serta memenuhi persyaratan mutu, 
keamanan, dan kemanfaatan.29 
Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau 
campuran dari bahan tersebut yang secara turuntemurun telah digunakan 
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 
di masyarakat30. 
2. Pembagian Obat  
Obat dibagi menjadi 3 berdasarkan Klaim : 
1. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, 
misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi 
seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta 
digunakan secara tradisional. Jamu yang telah digunakan secara 
turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin 
ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara 
langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. 
2. Obat Herbal Terstandar (Scientific based herbal medicine) Adalah 
obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan 
alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. 
Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada 
umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa 
                                                          
29Ibid., hlm. 22. 
30Sudibyo Supardi, dkk, “Kajian Peraturan Perundang-Undangan… hlm. 21. 
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penelitian-penelitian pre-klinik seperti standart kandungan bahan 
berkhasiat, standart pembuatan ekstrak tanaman obat, standart 
pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut 
maupun kronis. 
3. Fitofarmaka (Clinical based herbal medicine) Merupakan bentuk 
obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat 
modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, 
ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada 
manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi 
medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan 
kesehatan.31 
3. Penandaan Obat Yang Benar 
 Penandaan obat tradisional yang baik Setiap obat tradisional wajib 
mencantumkan penandaan/ label yang benar, melliputi:  
1. Nama Produk.  
2. Nama dan alamat produsen/importir.  
3. Nomor pendaftaran/nomor izin edar.  
4. Nomor Bets/kode produksi.  
5. Tanggal Kedaluwarsa.  
6. Netto.  
7. Komposisi.  
8. Peringatan/Perhatian.  
                                                          
31Badan POM, “Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman”, 2015 hlm 9-8. 
xlvi 
 
9. Cara Penyimpanan.  
10. Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia.  
4. Pencegahan Bahaya Obat  
 Pencegahan untuk menghindari bahaya penggunaan Obat 
Tradisional 
1. Gunakan obat tradisional yang sudah memiliki nomer pendaftaran 
BPOM.  
2. Jangan gunakan obat tradisional bersama dengan obat kimia (resep 
dokter).  
3. Jika meminum obat tradisional menimbulkan efek yang cepat, patut 
dicurigai ada penambahan bahan kimia obat yang memang dilarang 
penggunaanya dalam obat tradisional. 
4. Selalu periksa tanggal Kedaluwarsa.  
5. Kunjungi website Badan POM (www.pom.go.id) untuk mengetahui 
obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat pada bagian 
“public warning”.  
6. Perhatikan informasi “Peringatan/Perhatian”. Jangan konsumsi obat 
tradisional jika ada efek samping yang rentan dengan kondisi 
kesehatan anda.  
7. Baca aturan pakai sebelum mengkonsumsi jamu.32 
 
                                                          
32Ibid., 
xlvii 
 
 
5. Ketentuan Kehalalan Obat 
 Berdasarkan panduan Al-Qur’an dan Sunnah, sebenarnya sangat 
mudah untuk menentukan kehalalan suatu obat. Obat-obatan ini setidaknya 
harus memenuhi 3 aspek terkait, yakni:  
1.  Tidak terbuat dari bahan haram (untuk obat dalam).  
2.  Tidak terbuat dari bahan yang najis (obat luar dan dalam).  
3. Tidak terkontaminasi oleh bahan haram (dalam proses produksi, 
penyimpanan, dan distribusi).  
 Semua tanaman halal untuk dikonsumsi, kecuali tanaman yang 
memiliki efek samping merugikan, seperti beracun.33 
6. Prinsip-Prinsip Produk Obat-Obatan 
Islam mengajarkan agar berobat menggunakan barang-barang yang 
suci bukan yang najis apalagi haram. Namun kenyataan di lapangan 
membuktikan bahwa kebanyakan obat-obatan yang beredar di pasaran tidak 
dapat lagi dkenali kehalalannya. Dunia obat-obatn berkembang sedemikian 
pesat, mengikuti ragam penyakit yang tak kalah cepatnya berkembang. 
Aspek kehalalan kerapkali dikesampingkan produsen farmasi dengan 
memanfaatkian apa saja demi efek kesembuhan. Tidak terkecuali 
pengunaan bahan dari babi, organ manusia, dan bahan haram lainnya. Sulit 
menelusurinya dan banyak hambatan yang ditemui, terutama berkaitan 
                                                          
33Raafqi Ranasasmita, “Kehalalan Produk Obat-obatan, Terutama Obat Herbal,” Bogor. 
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dengan minimnya informasi yang bisa diakses masyarakat umum. Namum 
demikian bukan berarti tidak bisa.34 
Banyak ditemukan dalam obat-obatan penggunaan unsur babi, yaitu 
dalam hal bahan utama, bahan tambahan, dan bahan penolong. Ditemukan 
juga pengunaan embrio dan organ manusia serta penggunaan alkohol. 
Temuan yang dimaksud berupa : Insulin, Heparin, Kapsul, dan Alkohol. Hal 
ini karena, sebagaimana penuturaan salah satu ketua MUI Pusat, Amidhan, 
banyak obat yang beredar di pasaran tidak ada kepastian halal atau 
haramnya oleh karena tidak bersertifikat. 
MUI mendesak Pemerintah dan Kapolri untuk sungguh-sungguh 
dan berkesinabung dalam penanggulangan dan pemberantasan miras, 
narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya dengan cara : 
a. Menutup pabrik atau produsen; 
b. Melakukan operasi dan razia baik kepada produsen, grosir, para 
pengecer, dan lainnya; 
c. Segera mengangkap para pelakunya dan membawa ke 
pengadilan untuk diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman 
yang seberat-beratnya termasuk hukuman mati.35 
 
 
                                                          
34Mashudi, Kontruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 110. 
35Ibid., hlm 111. 
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B. Definisi Halal  
Kedatangan Islam langsung dihadapkan dengan kesesatan dan 
ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram ini. Oleh karena itu 
pertama kali undang-undang yang dibuat guna memperbaiki segi yang 
sangat membahayakan ini ialah dengan membuat sejumlah pokok-pokok 
perundang-undangan sebagai standar untuk dijadikan landasan guna 
menentukan halal dan haram. Seluruh persoalan yang timbul, dapat 
dikembalikan kepadanya, seluruh neraca kejujuran dapat ditegakkan 
keadilan dan keseimbangan yang menyankut soal halal dan haram dapat 
dikembalikan. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk 
menentukan halal dan haram yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari 
tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam 
bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan 
Allah SWT. Para ahli fiqh sedikitpun tidak berwenang menetapkan hukum 
syara’ ini boleh dan tidak boleh. 36 
Imam Syafi’i dalam al-Umm meriwayatkan, bahwa Qadhi Abu 
Yusuf, murid Abu Hanifah pernah mengatakan “Saya jumpai guru-guru 
kami dari para ahli ilmu, bahwa mereka itu tidak suka berfatwa, sehingga 
mengatakan : ini halal dan ini haram, kecuali menurut apa yang terdapat 
dalam al-Quran dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran. 37 
                                                          
36Muamal Hamidi, Halal dan Haram Dalam Islam, (PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 13-15 
37Ibid, hlm 22 
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Kata Imam Syafi’i selanjutnya, Ibnu Said menceritakan kepadaku 
dari ar-Rabi’ bin Khaitsam- Dia termasuk salah seorang tabi’in yang besar- 
dia pernah berkata sebagai berikut : “Hati-hatilah kamu terhadap seorang 
laki-laki yang berkata : Sesungguhnya Allah telah menghalalkan yang ini 
atau meridhoinya, kemudian Allah berkata kepadanya : Aku tidak 
menghalalkan ini dan tidak meridhoinya. Atau dia juga akan berkata : 
sesungguhnya Allah mengharamkan ini kemudian Allah berkata : “Dusta 
engkau, aku sama sekali tidak pernah mengharamkan dan tidak melarang 
dia.” Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Salafus 
Saleh yang kemudian diovernya juga oleh Imam Syafi’I dan diakuinya juga. 
Hal ini sama juga dengan apa yang diriwatkan oleh Ibnu Muflih dari 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah : “bahwa ulama-ulama salaf dulu tidak mau 
mengatakan haram, kecuali setelah diketahui dengan pasti. 38 
Diantara makanan dan minuman yang diharamkan bagi kita adalah 
yang dipandang menjijikan serta tidak biasa dikonsumsi oleh bangsa Arab 
dengan alas an kotor atau najis. Makanan dan minuman yang bersifat 
demikian haram dimakan. Oleh karena itu, jika sesuatu yang dikenal oleh 
khalayak sebagai racun dan bisa melenyapkan nyawa dikonsumsi oleh 
seseorang dengan alasan untuk menghilangkan sakit atau maksud lainnya. 
Maka, perbuatan tersebut hukumnya makruh, meskipun hanya sedikit yang 
diminum dan dicampuri minuman lain.39 
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39Asmaji, Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’I Masalah Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2015), 
hlm 395 
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Adapun hukum berobat, diantaranya yaitu : 
1. Wajib yaitu jika betul-betul diketahui manfaatnya atau terdapat 
sangkaan atau dugaan kuat adanya manfaat suatu pengobatan 
atau terdapat kemungkinan timbulnya bahaya jika 
meninggalkannya. 
2. Sunnah yaitu jika terdapat dugaan kuat manfaat suatu 
pengobatan, akan tetapi tidak ada bahaya yang nyata jika tidak 
berobat. 
3. Mubah yaitu jika antara berobat dan tidak berobat 
kemungkinannya sama, maka lebih baik ditinggalkan (tidak 
perlu berobat) agar seseorang tidak menjerumuskan dirinya 
sendiri dalam bahaya tanpa dia sadari.40 
C. Standarlisasi Fatwa Halal  
(Nomor 4 Tahun 2003) 
Menetapkan, pertama : Khamar 
1) Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, 
makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. 
2) Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman 
yang mengandung etanol (C2H5OH) minimal 1%. 
3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis. 
                                                          
 40Saifudin hakim, Hukum Berobat Dalam Tinjauan Syariat, di kutip pada 
http://www.HukumBerobatdalamTinjauanSyariat.com diakses pada 2 november 2019 
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4) Minuman yang mengandung etanol di bawah 1% sebagai hasil 
fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tapi 
tidak najis. 
5) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan 
etanol minimal 1% termasuk kategori khamar. 
6) Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila 
memabukkan.41 
D. Pengertian Fatwa MUI 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah MUI pusat yang 
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Majelis Ulama 
Indonesia Daerah (MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan 
di Ibukota propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di 
Ibukota Kabupaten/Kota. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama 
mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa MUI adalah 
fatwa MUI tentang suatu maslah keagamaan yang telah disetujui oleh 
anggota Komisi dalam rapat komisi.42 
Fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh komisi Fatwa 
MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM) adalah lembaga Semi Otonom yang dibentuk untuk menjalankan 
fungsi MUI dalam mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat, dan 
                                                          
41Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK, (Jakarta: 
Erlangga, 2015), hlm. 133 
42Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK, (Jakarta: 
Erlangga, 2015), hlm.xxx 
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kosmetika dalam perspektif sains dan teknologi sebagai dasar dalam 
menetapkan status hukum atas suatu produk yang akan disertifikasi halal. 
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Auditor Halal 
adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit 
halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi, kualitas, 
dan integritas, serta lulus pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI, dan 
berfungsi sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang 
produksi halal di perusahaan. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang 
dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang 
menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.43 
E. Sistem Penetapan Fatwa Halal 
Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang 
disebut Komisi Fatwa. Penerapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadis, 
Ijma, Qiyas dan dalil lain yang muktabar. Sebelum fatwa diterapkan, 
dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi 
utuh tentang objek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, 
termasuk dampak social keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari 
berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah 
tersebut. Penerapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hokum dan 
                                                          
43Ibid., hlm xxxi. 
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dalil-dalilnya (ma’lum min bi adh-dharurah) dilakukan dengan 
menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Penetapan fatwa terhadap 
masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalamngan 
mazhab, maka : 
a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik 
temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui 
metode al-jam’u wa at-taufiq. 
b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, 
penetepan fatwa didasarkan pasa hasil tarjih melalui metode 
muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-
kaidah ushul fiqh muqaran. 
Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat 
hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu’tabar, didasarkan pada 
ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta’lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, 
istihsaniy, dan sad adz-dzaraa’i) serta metode penetapan hukum yang 
dipedomani oleh para ulama mazhab. Penetapan fatwa harus senantiasa 
memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta 
mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasid al-syariah.44 
Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, 
maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kelompok 
musytabiyat (syubahat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri 
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yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya berupa 
barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses 
pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau 
tidak suci. Dengan demikian produk-produk olahan tersebut bagi umat 
islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan 
besar dan serius.  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah 
musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim dipandang 
sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah 
social keagamaan (ifta’) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat 
Indonesia. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan 
dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta serta 
diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan 
kebijakan. Salah satu wujud nyata dari upaya peningkatan ini ialah dengan 
dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) beberapa tahun yang lalu. Fungsi 
lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara 
saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil 
penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam 
sidang Komisi dan kemudian di Fatwakan hukumnya, yakni Fatwa Halal, 
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jika sudah diyakini bahwa produk bahwa produk bersangkutan tidak 
mengandung unsure-unsur benda haram atau najis. 45 
 
 
F. Prosedur Penetapan Fatwa Halal 
Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan 
persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-
benar halal, dan tidak tercampur sedikit pun barang haram. Oleh karena 
tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, 
sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang 
dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan 
keberadaannya. Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya 
memerhatikan apakah suatu produk mengandung unsure-unsur benda 
haram li-zatih atau haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak 
sejalan dengan syariat islam, atau tidak. Dengan kata lain MUI tidak sampai 
mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram li-gairih, 
sebab masalah ini sulit didetektif dan persoalannya diserahkan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan.  
Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, 
untuk ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. 
Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) 
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dibawa ke sidang komisi LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan 
penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur 
dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara dingkat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor 
LPPOM tentang benda-benda haram menurut syariat islam, 
dalam hal ini benda haram li-zatih dan haram li-garih yang 
karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat islam.  
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik 
(perusahaan) yang meminta sertifikat halal. Pemeriksaan yang 
dilakukan meliputi : 
a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, 
baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong) 
b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 
3. Bahan-bahan tersebut kemudian di periksa di laboratorium, 
terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau 
mengandung benda haram (najis), untuk dapat kepastian. 
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan 
lebih dari satu kali dan tidak jarang pula auditor LPPOM 
menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suasana 
bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang 
haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau 
sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang di 
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pandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap 
menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI. 
5. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian di 
tuangkan dalam sebuah berita acara dan kemudian berita acara 
tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan. 
6. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan 
menjelaskan isi berita acara dan kemudian dibahas secara teliti 
dan mendalam oleh sidang komisi. 
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan 
kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk 
yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, 
dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau 
auditing ulama ke perusahaan bersangkutan. 
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang 
Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi. 
9. Hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal kemudian 
dilaporkan kepda dewan pimpinan MUI untuk di-tanfiz-kan dan 
keluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.  
 Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan 
Sertifikat Halal, MUI bmenetapkan dan menekankan bahwa jika suatu 
waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang 
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haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk 
bersangkutan.46 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LEMBAGA MUI, BPOM, LPPOM, SERTA 
PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MUI 
 
A. Gambaran Umum Lembaga MUI 
1. Sejarah Berdirinya MUI 
Fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat 
yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi 
addresat-nya untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.MUI di dirikan sejak 
tanggal 26 juli 1975 dalam pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan 
bahwa salah satu fungsi MUI.47 
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para 
ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah 
air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 
Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur 
dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat 
Islam, Perti.  
Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al 
Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, 
Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang 
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah 
tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah 
                                                          
47H. M. Atho Mudzhar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum 
dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementrian Agama RI, 2011), hlm 45. 
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tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, 
yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang 
ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut 
Musyawarah Nasional Ulama I.  
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia 
tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di 
mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik 
kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. 
Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama 
Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan 
muslim berusaha untuk: 
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; 
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta; 
c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional; 
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d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan 
dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.48 
2. Visi dan Misi MUI 
1. Menggerkakan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengan 
menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan 
dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah 
islamiyah, serta menjalankan syari’ah. 
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat 
berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.  
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
3. Fungsi MUI 
Fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai 
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat 
islam umumnya, sebagai amar ma’ruf nahi munkar. Dalam pengertian 
yang luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan 
seruan.Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau 
                                                          
48Majelis Fatwa Indonesia, “Sejarah MUI”, Fatwa MUI, https://mui.or.id/sejarah-mui/. ( 
diakses 6 Mei 2019). 
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pernyataan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga social 
kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI di pandang perlu 
untuk di fatwakan.49 
4. Struktur Organisasi 
Berikut ini susunan lengkap struktur dan personalianorganisasi MUI 
masa khidmat 2015-2020 : 
Dewan Pertimbangan  
Ketua   : Prof Dr HM Din Syamsuddin MA 
Wakil Ketua  : 
1. Prof Dr Nasaruddin Umar MA 
2. Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MA 
3. Prof Dr Azyumarzi Azra MA 
Sekretaris  : Dr H Noor Ahmad MA 
Wakil Sekretaris  :  
1. Drs Natsir Zubaidi 
2. Dr Bactiar Nasir 
Dewan Pimpinan MUI 
Ketua Umum  : Dr KH Ma’ruf Amin 
Wakil Ketua  :  
                                                          
49H. M. Atho Mudzhar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan 
Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementrian Agama RI, 2011), hlm 49. 
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1. Prof Dr Yunahar Ilyas LC MA 
2. Drs KH Slamet Effendy Yusuf Msi 
Ketua-ketua  : 
1. Drs H Basri Bermanda MBA 
2. Dr H Yuasnar Yusuf  MSI 
3. Prof Dr H Maman Abdulrahman 
4. Prof Dr Hj Huzaemah T Yanggo  
5. Prof Dr Hj Tuty Alawiyah AS 
6. KH Muhyidin Junaidi MA 
7. KH Abdullah Jaidi 
8. Drs HM Ichwan Sam 
9. Drs H Zainut Tauhid Sa’adi Msi 
10. Ir H Lukmanul Hakim Msi 
11. Dr KH Sodikun Msi 
12. KH Abdusomad Buchari 
Sekretaris Jendral : Dr H Anwar Abbas MM Mag 
Wakil Sekretaris Jendral : 
1. Dr KH Tengku Zulkarnain MA 
2. Dr Amirsyah Tambunan 
3. Dr H Zaitun Rasmin 
4. Dr Najamudin Ramli 
5. Drs H Sholahuddin Al Ayubi Msi 
6. Rofiqul Umam SH MH 
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7. Dr Hj Valina Subekti 
8. H Misbahul Ulum Msi 
Bendahara Umum : Prof Dr Hj Amani Lubis 
Bendahara  : 
1. Dr Fahmi Darmawansyah MM 
2. Yusuf Muhammad 
3. Dr HM Nadratuzzaman Hosen 
4. Drs H ling Solihin 
5. Burhan Muhsin 
B. Lembaga Yang Berwenang Dalam Penetapan Produk Halal di 
Indonesia 
1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa disingkat BPOM 
adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan.BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan.50  
a. Visi BPOM 
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan 
Masyarakat dan Daya Saing Bangsa. 
                                                          
50 Rina, Anggota BPOM, Wawancara Pribadi, 6 Mei 2019, jam 09.00 - 10.30 WIB. 
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b. Misi BPOM 
Berikut adalah Misi BPOM: 
1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan 
berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; 
2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan 
jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat 
kemitraan dengan pemangku kepentingan; 
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM; 
c. Fungsi Utama BPOM 
Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 
2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM 
mempunyai fungsi: 
1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan 
Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi : 
2) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan; 
3) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan; 
4) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan 
Pengawasan Selama Beredar; 
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5) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan 
Pengawasan Selama Beredar; 
6) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan 
dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; 
7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengawasan Obat dan Makanan; 
8) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan; 
9) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan BPOM; 
10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab BPOM; 
11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; 
dan 
12) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. 
a) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan 
sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk 
menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi 
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standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, 
dan mutu produk yang ditetapkan. 
b) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan 
selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan 
yang beredar memenuhi standar dan persyaratan 
keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang 
ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.51 
2. Lembaga Pengkaji Pangan Obat-obatan dan Kosmetika- Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
LPPOM-MUI yaitu sebuah lembaga pengkaji pangan obat-
obatan dan kosmetika- Majelis Ulama Indonesia yang didirikan oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan tugas dari MUI dalam 
menjaga ketentranaman umat untuk melalui dalam mengkonsumsi 
makanan, obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya. 
a. Visi  
Menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk 
produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka 
mendukung ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam 
mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan, obat-obatan, 
dan kosmetika. 
 
                                                          
51https://www.pom.go.id/ diaksses 10 Mei 2019, jam 19.00. 
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b. Misi : 
1) Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada 
perusahaan- perusahaan yang mengajukan. 
2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi 
masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk. 
3) Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka 
meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan 
pendidikan halal. Melakukan kerjasama dengan berbagai 
pihak menuju ke maslahatan masyarakat luas melalui 
kegiatan-kegiatan yang halal (sesuai syariah islam) dan 
amanah.52 
c. Tugas dan Wewenang LPPOM-MUI 
Melakukan sertifikasi dapat dilihat dari ketentuan 
perundang-undangan.Kewenangan tersebut diberikan sebagai 
bentuk pengakuan pemerintah terhadap kiprah MUI dalam 
melakukan kegiatan sertifikasi halal selama ini. 
C. Latar Belakang Munculnya Fatwa 
Indonesia, meskipun bukan Negara Islam namun mayoritas 
penduduknya beragama Islam, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kegiatan social 
kemasyarakatan maupun social-politik. Oleh karena itu setiap aktifitas 
                                                          
52 Brosur LPPOM-MUI Yogyakarta, diakses 16 April 2019. 
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masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para 
ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa ulama memang tidak 
menjadi bagian dalam system hukum dan perundang-undangan di 
Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan Negara juga tidak dikenal 
apa yang disebut dengan mufti atau lembaga fatwa. Selain itu, hakikat dasar 
fatwa sesungguhnya hanyalah sebua legal opinion, yang tidak mengikat. 
Namun kenyatan yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja 
dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih jauh 
dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran 
agama dalam kehidupan sehari-hari. 
Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarang pihak, namun fatwa 
harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompeten 
untuk itu.Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan 
tindakan tahakkun (pebuatan membuat-buat hukum) dan tasyarru’ 
(membuat-buat syariat baru), itu dilarang oleh agama.  
Di Indonesia terdapat banyak ormas Islam dan sebagian dari itu 
memiliki lembaga fatwa.Hanya, banyak produk-produk fatwa yang 
dikeluarkan lembaga fatwa ormas Islam kurang efektif karena hanya 
menjangkau komunitas di organisasi masing-masing.Posisi fatwa sangat 
penting dalam rangka memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat 
terutama berkaitan dengan status hukum maupun kepantangan dan etika 
menurut agama. Dalam member fatwa, para ulama merumuskan persoalan 
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yang memerlukan penjelasan sesuai dengan bidang yang diperlukan. Lalu 
diedarkan kepada para ulama yang lain untuk diteliti secara seksama.  
D. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Dengan adanya kemajuan dalam bidang IPTEK serta tuntutan 
pembangunan yang menyeluruh terhadap aspek kehidupan, membawa 
berbagai kemudahan dan kebahagian, mengakibatkan sejumlah perilaku dan 
persoalan-persoalan baru. Kesadaran keberagaman umat islam di Bumi 
Nusantara ini semakin tumbuh subur, telah menjadi kesadaran bersama 
bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat 
dalam kebingungan tidak dibenarkan, baik secara I’tiqadi maupun secara 
syar’i. oleh kerena itu, para alim ulama di tuntut untuk segera mampu 
memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan 
kepastian ajaran islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi.53 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah 
musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Muslim serta menjadi 
pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling 
berkompeten bagi pemecah dan menjawab setiap masalah social keagamaan 
yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat 
kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. 
Pedoman penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan 
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 
                                                          
53Sam, Ichwan, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 
(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014), hlm 17-18. 
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Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan 
Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil 
awwal 1406 H/18 Januari 1986 M) dipandang sudah tidak memadai lagi. 
Atas dasar itu, kiranya MUI perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang 
memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, 
mekanisme, dan system pemberian jawaban masalah keagamaan.Penetapan 
fatwa didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, ijma’, dan qiyas serta dalil lain 
yang mu’tabar.Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh 
suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa yang bersifat responsitif, 
proaktif, dan antisipatif.Metode dan penetapan Fatwa antara lain : 
1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat 
para imam mazhab dan ulama yang mu’tabar tentang masalah yang akan 
difatwakan tersebut.  
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan 
sebagaimana adanya. 
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka : 
a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di 
antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam’u 
wa tawfiq. 
b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan 
fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah 
dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran. 
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4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan 
mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’iy 
(kolektif). 
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum 
(mashalih ‘ammah) dan muqashid asy-syari’ah.54 
Kemenangan dan Wilayah Fatwa : 
1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah 
keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah 
akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat 
Islam Indonesia. 
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah 
keagamaan seperti tersebut pada nomor (1) yang menyangkut umat 
Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di 
suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. 
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, MUI Daerah hanya berhak 
melaksanakannya. 
4. Jika karena factor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud 
nomor (3) tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah boleh menetapkan 
fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. 
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan 
fatwa. 
                                                          
54Ibid., hlm 20. 
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6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensirif, 
sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu 
melakukan konsultasi dengan MUI.  
E. Obat Batuk Menurut Majelis Ulama Indonesia 
Mengkonsumsi obat haruslah dengan cara yang sesuai pula dengan tuntunan 
Islam, yakni harus dengan obat yang halal. Tidak boleh mengkonsumsi obat 
yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam 
agama.  Kalau pada kenyataannya saat ini banyak obat-obatan yang sangat 
diduga mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti yang 
telah diakui sendiri oleh Menkes itu, maka harus di-clearkan dengan proses 
sertifikasi halal. 
Penjelasan dari LPPOM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi 
Fatwa dan LPPOM bahwa secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari 
etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain seperti methanol, propanol, 
butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol dengan rumus kimia C2H5OH 
banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan 
kosmetika. Namun etanol atau etil alkohol di dunia perdagangan dikenal 
dengan nama dagang alkohol. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol 
dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamar dan etanol 
hasil industry non-khamar baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari 
petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamar.  
Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB 
adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk 
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memastikan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan 
persyaratan dan tujuan penggunaan. CPOB mencakup seluruh aspek 
produksi dan pengendalian mutu.Pada pembuatan obat, pengendalian 
menyeluruh adalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen 
menerima obat yang bermutu tinggi.Pembuatan secara sembarangan tidak 
dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, atau 
memulihkan atau memelihara kesehatan. 
Jika ditemukan obat yang tidak sesuai dengan ketentuan, biasanya 
pihak terkait melakukan proses pengawasan hingga diterapkan sanksi 
khusus jika tidak sesuai syarat, diantaranya yaitu : 
1. Melakukan Pengawasan free market evaluation yaitu pengawasan 
terhadap sarana sebelum melakukan produksi, apakah sudah sesuai 
dengan cara produksinya dengan baik atau belum, pendaftaran apakah 
hasil pengujian system mutu dalam pembuatan obat sudah sesuai dan 
diterapkann memenuhi syarat, terdapat evaluasi keamanan mutu dan 
khasiat, sebelum obat beredar dipastikan dari sarana pembuatan dan 
prosesnya itu memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku apakah sudah 
baik. 
2. Post market yaitu pengawasan selama mendapatkan izin edar dipasaran 
dan dipabriknya kemudian didistribusi. Obat yang didistribusi itu pada 
saat pada saat didistribusikan masih memenuhi syarat seperti yang 
ditetapkan pada saat free market apa belum atau malah kemudian 
menyeleweng. Maka kami mengeceknya dengan sampling dengan 
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membeli dipasaran melakukan pemeriksaan dengan jaminan terhadap 
integritas terhadap keamanan mutu produk peredaran.  
3. Sanksi khusus yaitu berupa sanksi administratif, pembekuan atau 
pemberhentian sementara izin edar, serta penghentian sementara 
kegiatan.55 
F. Pendapat MUI Terhadap Produk Obat Batuk yang Belum Besertifikasi 
Halal 
Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI 
Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-
obatan, dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahasaan setelah diteliti 
dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.  
Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produksi halal adalah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Akhir-akhir ini 
masalah pangan halal telah menjadi bagian dari isu global menyusul adanya 
temuan bahwa beberapa produk olahan terindikasi mengandung bahan baku 
berasal dari bahan haram. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk 
membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. 
 
Di Indonesia terdapat sejumlah lembaga yang terlibat yaitu 
Dapartemen Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM 
MUI, Dapartemen Pertanian) tergabung dalam Komite Halal Indonesia. 
                                                          
55 Wawancara dengan ibu Rina, 16 Mei 2019, Jam 10.00 WIB 
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Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM-MUI) tahun 1989. Sedangkan ketentuan teknis tentang 
pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru 
dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No 
82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada label 
makanan yang direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes RI No. 
82/Menkes/SK/I/1996 tersebut. 
Pelaku usaha sebagai produsen harus tunduk pada keputusan 
Menteri.Sehingga pemberian sertifikat bagi yang memenuhi syarat atau 
penolakan kepada yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi bersifat final. Oleh 
karena itu, Kepmenkes RI No.82/Menkes/SK/I/1996 menegaskan pada 
pasal 10 bahwa : 
“1) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 8 dari hasil 
pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 9 dilakukan evaluasi 
oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia. 2) hasil evaluasi sebagaimana yang 
dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Fatwa 
Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal 
bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan”. 
Hasil akhir penelitian di laboratorium tidak semerta-merta 
menjadikan produknya dinyatakan halal, karena fungsi laborat hanya 
sebatas pada penentuan tentang hiegenitas atau tidaknya suatu produk atau 
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bahan. Namun, otoritas untuk menyatakan kehalalan suatu bahan atau 
produk adalah MUI melalui Komisi Fatwa. Upaya menghindarkan diri dari 
kesalah pahaman para pihak khususnya konsumen perlu dilakukan, 
sehingga pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian dan sosialisasi 
produknya bahwa ada jaminan kehalalan terhadap produk yang diedarkan 
di masyarakat. 
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BAB IV 
ANALISIS KEHALALAN PRODUK OBAT BATUK HITAM (OBH) 
SURYA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 DAN 
NOMOR 30 TAHUN 2013 
 
 
A. ANALISIS KOMPOSISI OBAT BATUK HITAM SURYA 
Obat merupakan kebutuhan yang sangat penting dan dibutuhkan 
oleh masyarakat ketika masyarakat merasa akan menurunnya kondisi 
system kesehatan maka dari itu, diharuskannya meminum obat dengan 
mutu, kualitas, dan yang paling terpenting adalah jaminan kehalalannya. 
Obat batuk itu sendiri mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai 
pereda batuk antara lain, succus liquiritiae extract, ammonium chloride, 
sulution ammonia, spriuosa anisata, dan alkohol.  
Glycyrrhizae succus adalah sediaan galenik yang diperoleh dari sari 
akar tanaman Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera. Nama lain dari 
sediaan ini adalah succus liquiritie sediaan yang merupakan salah satu 
komponen obat batuk hitam (OBH) yang brwarna hitam kecoklatan dan 
bersifat larut dalam ai, obat ini mempunyai ekspektoran. 
Amonium klorida juga merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam 
kandungan obat batuk. Amonium klorida menghasilkan efek ekspektoran yaitu 
mengencerkan dahak, sehingga penderita lebih mudah mengeluarkannya. 
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Namun karena obat ini mengiritasi mukosa lambung dapat menyebabkan 
mual dan muntah.56 
Akan tetapi terdapat pula perbedaan, yaitu pada penggunaan bahan 
campuran/penolong. Salah satu zat yang sering terdapat dalam obat batuk 
jenis sirup adalah alkohol.57 
Alkohol merupakan bahan yang digunakan di dalam kandungan obat 
batuk, Menurut pakar farmasi Drs Chilwan Pandji Apt Msc, alkohol itu 
berfungsi untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif. Selain itu alkohol 
juga berfungsi untuk mengawetkan obat agar tahan lama. Dengan kata lain, 
alkohol itu sebenarnya bukan berfungsi untuk menurunkan frekuensi batuk 
atau pilek.58 Kadar alkohol yang terdapat dalam obat batuk hitam surya ini 
memiliki kandungan sebesar 1,75% (persen).  
B. ANALISIS PENDAPAT MUI TERHADAP KOMPOSISI 
KEHALALAN DALAM PRODUK OBAT BATUK HITAM SURYA 
Dalam obat batuk itu sendiri MUI memberikan standar terhadap 
kandungan alkohol dalam fatwa halal No 4 Tahun 2013 ayat (1) sampai (5) 
dijelaskan bahwa minuman yang termasuk kategori khamr adalah minuman 
yang mengandung alkohol minimal 1% (persen). Jika kandungan alkohol 
                                                          
 56Djin willy, Amonium Klorida, dikutip pada http://www.Amonium-klorida-Manfaat-
dosise-feksamping-Alodokter.com.html diakses pada 2 november 2019  
57Muhammad abduh, polemik alkohol dalam obat-obatan, dikutip dari 
http://PolemikAlkoholdalamObat-Obatan_Rumaysho.Com.html diakses pada 2 november 2019 
58Nabila haqi, Halalkah Obat Batuk Yang Mengandung Alkohol, dikutip dari 
http://www.HalalkahObatBatukyangMengandungAlkohol__HalalCorner.ID.html diakses pada 2 
 november 2019 
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yang dicampurkan dalam obat batuk tersebut lebih dari 1% kemudian 
ditambahkan zat lain dan hasil akhirnya kurang dari 1%, maka obat batuk 
tersebut boleh dikonsumsi tetapi, jika hasil akhirnya alkohol tetap melebihi 
standar maka obat harus mengganti kandungan alkohol tersebut dengan zat 
lain yang sesuai standar dan tidak membahayakan untuk dikonsumsi oleh 
masyarakat. Namun Alkohol yang terdapat didalam kandungan Obat Batuk 
Surya ini masih melebihi batasan yang ditetapkan oleh Fatwa MUI yaitu 
memiliki kandungan 1,754% (persen). 
Mengonsumsi produk-produk haram baik berupa pangan (makanan 
dan minuman), obat, dan kosmetika adalah sesuatu yang harus dihindari 
oleh setiap muslim. Hal ini dijelaskan didalam fatwa MUI No 30 Tahun 
2013 tentang Obat Dan Pengobatan ayat (1) sampai (6) bahwa Islam 
mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan 
perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga. Mengkonsumsi 
produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi 
yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi. Ketika 
Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud 
dibalik penghalalan itu kecuali untuk kemaslahatan kita. Dan ketika Allah 
SWT mengharamkan hal-hal yang khabits (buruk) kepada kita, tidak ada 
maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan kita juga. 
Kehalalan obat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:  
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1. Bahan baku yang digunakan yaitu bahan aktif; bahan tambahan seperti 
pembawa, pengisi, pelarut, pengawet, pengemulsi, pensuspensi, pewarna, 
dan lain-lain; 
2. Proses produksi, dimana dalam proses tidak boleh menggunakan alat-alat 
yang bersentuhan dengan barang najis dan barang haram; 
3. Penyimpan produk.  
Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa 
produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal.Sementara tidak semua 
konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus 
berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk. Dipihak lain MUI 
melalui LPPOM dan Komisi telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan 
makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrument sertifikasi halal. 
Namun, karena sifatnya sukarela, tidak semua produsen makanan, 
minuman, dan obat-obatan mau melakukan sertifikasi. 
Selain itu disisi lain terdapat dampak buruk yang ditimbulkan oleh 
minuman, makanan, dan obat-obatan yang mengandung alkohol, 
diantaranya yaitu : 
1. Dapat mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber 
segala kejahatan, karena alcohol dapat menimbulkan dampak negatif 
terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan 
Negara. 
lxxxiii 
 
2. Dapat merusak kesehatan, karena alcohol dapat merusak organ hati, 
saluran pencernaan, system peredaran darah, dan pada gilirannya 
dapat mengakibatkan kematian.  
3. Dapat menghancurkan potensi social ekonomi, karena peminum 
alcohol produktivitasnya akan menurun. 
4. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena 
peminum alcohol sering melakukan perbutan kriminalitas yang 
meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi 
kecelakaan lalulintas karena mengendarai mobil atau motor dalam 
keadaan mabuk. 
5. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara karena minuman 
berakohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan 
yang pada gilirannya merusak stabilitas nasioanal, mentalitas, dan 
moralitas manusia Indonesia masa depan.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
                                                          
59Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta : 
Gapprint, 2011), hlm728-729. 
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PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
 Setelah dilakukan kajian, analisa dan pembahasan pada bab 
sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Komposisi obat batuk hitam surya terdiri dari succus liquiritiae extract, 
ammonium chloride, sulution ammonia, spriuosa anisata, dan alkohol. 
Dengan kadar alkohol yang memiliki kandungan sebesar 1,75% 
(persen). 
2. Menurut pandangan MUI yang tercantum dalam fatwa MUI nomor 4 
tahun 2003 dan nomor 30 tahun 2013 tentang penggunaan alkohol di 
dalam obat batuk hitam surya belum sesuai aturan syariat dan dapat 
dikatakan haram karena kadar alkohol yang terdapat dalam obat batuk 
hitam surya ini memiliki kandungan sebesar 1,75% (persen). Yang 
berdampak dapat mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan 
sumber segala kejahatan, dapat merusak kesehatan, dapat 
menghancurkan potensi social ekonomi, dapat merusak keamanan dan 
ketertiban masyarakat, dan dapat membahayakan kehidupan bangsa dan 
Negara. 
 
 
A. Saran-saran 
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Adapun saran-saran yang dianjurkan penulis pada permasalahan 
yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: 
1. Program sertifikasi produk halal perlu diatur dengan Undang-undang 
atau Peraturan Pemerintah sebagai rujukan dalam pembinaan produk 
halal.  
2. MUI menganjurkan kepada semua perusahaan pemegang sertifikasi 
halal untuk menuliskan nomor sertifikasi halal dalam label kemasan 
sehingga dapat dibedakan antara label halal yang memiliki sertifikasi 
MUI dan label yang tanpa sertifikasi halal MUI. 
3. Menjawab dan menjelaskan berbagai masalah dan pertanyaan 
konsumen muslim yang menyangkut keraguannya dalam mengonsumsi 
produk. 
4. Memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim Indonesia 
mengenai dampak produk tidah halal.  
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Lampiran Wawancara : 
1. Bagaimana tanggapan mengenai komposisi obat batuk yang kandungan 
alkoholnya lebih dari 1% ? 
2. Apakah peran alkohol dalam obat batuk itu sangat penting untuk membantu 
kesembuhan konsumen tersebut? 
3. Bagaimana standarlisasi suatu obat dikatakan halal dan lulus uji kehalalan? 
4. Apakah ada sanksi khusus bagi seseorang / perusahaan yang memproduksi 
/ memperdagangkan obat-obatan yang belum berlabel halal? 
 
 
 
 
 
